Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pembagian Kewenangan dibidang Pertanahan dalam Rangka

Pel aksanaan Undang- ndan% epubllk Indonesia Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerl ntahan

Susi Mirzawati, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20267770& | okasi=lokal

Semua tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adal ah tanah bersama Bangsa Indonesia
dan penguasaannya ditugaskan kepada Negara, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Hak menguasai dari Negara merupakan kewenangan dibidang hukum publik dari Negara, yang sesuai
dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariaterdiri
dari kewenangan pembentukan Hukum Tanah Nasional dan kewenangan melaksanakannya. Sejak semula
kedua kewenangan tersebut dianggap sebagai tugas Pemerintah Pusat. Kalaupun ada pelimpahan
kewenangan dalam pelaksanaannya, pelimpahan itu adalah dalam rangka dekonsentrasi kepada pejabat-
pejabat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah ataupun kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
medebewind, bukan otonomi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Pusat dibidang pertanahan tersebut diserahkan kepada
Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan asas desentralisasi (otonomi). Namun otonomi dibidang
pertanahan ini tidak diartikan sebagai penyerahan pengaturan dan pengurusan segala masalah pertanahan
sepenuhnya kepada Daerah Kabupaten dan K ota masing-masing. Sepanjang mengenai pengurusan
pertanahan dari aspek yuridis dan politis tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pengurusan
pertanahan dari aspek fisik merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Adapun pelaksana kebijakan
pertanahan, sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ditugaskan kepada Badan
Pertanahan Nasional (BPN) beserta segenap jgjarannya. Setelah diundangkan undang-undang dimaksud,
maka melalui Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2000 tentang BPN, BPN ditugaskan melaksanakan
kebijakan pertanahan hanya ditingkat pusat, sedangkan di Daerah diserahkan kepada Dinas Pertanahan
Kabupaten/K ota. Karena dirasakan masih belum sempurna persiapan disegala bidang, maka diputuskan oleh
Pemerintah, bahwa pel aksanaan otonomi dibidang pertanahan ini ditangguhkan sampai selambatlambatnya
tanggal 31 Mei 2003.
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